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A. Jenis Penelitian 
     “Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis 
empiris (empiric legal research), Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa 
penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.51 
Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-
prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 
dihadapi.52 Dapat dikatakan penelitian yuridis empiris merupakan penelitian 
berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses 
terjadinya dan proses bekerjanya suatu hukum di dalam masyarakat.53 Yuridis 
empiris kemudian dikaitkan guna membahas serta mengkaji bagaimana 
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B. Pendekatan Penelitian 
     “Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
yuridis sosiologis.” “Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum 
mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara 
in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 
masyarakat.”54 “Dengan kata lain pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan 
untuk mengkaji suatu permasalahan yang dikaitkan dengan peraturan 
perundang-undangan positif.” “Dalam penelitian ini yuridis sosiologis 
dikaitkan dengan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pada Jabatan Fungsional 
Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan 
Kelas 1 Jakarta Pusat, yakni bagaimana seharusnya pelaksanaan itu dilakukan 
apabila mengacu pada  peraturan perundang-undangan.”” 
C. Lokasi Penelitian 
 “Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan 
Kelas 1 Jakarta Pusat karena Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat 
merupakan salah satu Balai Pemasyarakatan di Indonesia yang telah dilakukan 
pelantikan terkait dengan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.55 
Jumlah pegawai Balai Pemasyarakatan yang telah dilantik menjadi pejabat 
fungsional pembimbing kemasyarakatan hingga 4 Desember 2017 adalah 
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sebanyak 7 orang. “Alasan lain adalah bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas 1 
Jakarta Pusat ini mepunyai cakupan wilayah kerja yang luas dan beban kerja 
yang cukup berat yakni dalam setahun mereka dapat menangani sebanyak 600 
klien, dengan kondisi pegawai total 48 orang, yang di mana Pembimbing 
Kemasyarakatan hanya berjumlah 7 orang.”56 Adanya kondisi tersebut 
membuat penilaian kinerja pegawai menjadi sesuatu yang penting.” 
D. Jenis Data dan Sumber Data 
1. Jenis Data” 
a. Data Primer” 
 Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat 
pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi 
yang dibutuhkan atau yang akan dicari.57 “Data primer dalam 
penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden-
responden yang berkompeten di bidangnya, yaitu Kepala Balai 
Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat, Kepala Urusan Kepegawaian 
di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat, Kepala Seksi 
Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa, serta 5 orang pembimbing 
kemasyarakatan yang telah dilantik dalam Jabatan Fungsional 
Pembimbing Kemasyarakatan .” 
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b. Data Sekunder 
 Data sekunder diperoleh dari studi pustaka atau penelusuran 
kepustakaan (library research) yang mendukung data primer, antara 
lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan 
dan sebagainya.58 “Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 
ini antara laian, data yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan 
perundang-undangan, serta data arsip dari Balai Pemasyarakatan 
Kelas I Jakarta Pusat.” 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
 Pada sumber data ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui 
penelitian pada lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu berasal 
langsung dari lokasi penelitian dan sampel yang berkaitan dengan 
fokus penelitian tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pada Jabatan 
Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing 
Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat.” 
b. Data Sekunder 
 Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-
bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan 
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sebagai tempat penelitian dan bahan-bahan hukum yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti.” “Bahan kepustakaan diperoleh 
melalui berbagai literatur yang ditelusuri di Pusat Dokumentasi Ilmu 
Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan 
Pusat Universitas Brawijaya, sedangkan Data arsip diperoleh dari 
instansi terkait yakni Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat.””  
E. Teknik Pengambilan Data 
1. Data Primer 
          “Di dalam suatu penelitian empiris data Primer diperoleh penulis 
dengan melakukan penelitian lapangan. Definisi penelitian lapangan 
yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan 
masyarakat tertentu baik lembaga dan organisasi kemasyarakatan 
(social) maupun lembaga – lembaga pemerintah.59. Sedangkan metode 
yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode wawancara. 
Wawancara dalam penelitian lapangan ini dilakukan kepada para pejabat 
yang berwenang di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat. Dalam 
hal ini adalah Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat, serta 
Kepala Urusan Kepegawaian di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta 
Pusat.” 
          Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 
mencapai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sembari beratatap 
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muka antara pewawancara dengan responden serta mendapatkan data 
perihal hal-hal yang dibutuhkan pewawancara. 60 Sehingga wawancara 
dapat disimpulkan merupakan alat pengumpul data informasi langsung 
dari sumbernya. Dalam penelitian ini dilakukan metode wawancara 
terarah (Directive interview atau indirect interview) dengan 
memperhatikan: 61 
a. Rencana pelaksanaan wawancara 
b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-
jawaban 
c. Membatasi aspek- aspek dari masalah yang diperiksa.” 
 
2.  Data Sekunder 
         Untuk data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan diperoleh 
melalui berbagai literatur yang ditelusuri di Pusat Dokumentasi Ilmu 
Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan 
Pusat Universitas Brawijaya, sedangkan Data arsip diperoleh dari 
instansi terkait yakni Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat.  
F. Populasi dan Sampel 
1.  Populasi 
           Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri 
yang sama.62 Populasi ini dapat berupa himpunan orang, benda (baik 
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hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat 
atau ciri yang sama 63. Populasi penelitian adalah seluruh elemen yang 
menunjukkan nilai-nilai tertentu yang dapat digunakan untuk 
memperoleh kesimpulan akhir. Di dalam penelitian ini yang menjadi 
populasi adalah Seluruh Pegawai di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 
Jakarta Pusat.  
2.   Sampel 
          Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi. 64 
Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang secara langsung 
menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan 
di dasarkan pada cara dalam pengambilan responden, yaitu dengan 
menggunakan purposive sampling. Purposive Sampling merupakan cara 
pengambilan responden yang dilakukan dengan cara mengambil subjek 
yang di dasarkan pada tujuan tertentu. Pengambilan sampel pada 
penelitian ini dilakukan kepada pejabat yang berwenang di dalam Balai 
Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini  adalah : 
a. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat yaitu ibu 
Dra.Elviera Agustin, M.Si. 
b. Kepala Urusan Kepegawaian di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 
Jakarta Pusat, yaitu ibu Christin Sari, S.H.  
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c. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa, 
yaitu Bapak Ricky Dwi Biantoro , A,Md.IP,S.H., M.H. 
d. 5 orang Pembimbing Kemasyarakatan yang telah dilantik 
dalam jabatan fungsional, di antaranya  
1) Indra Rahmawati, S.H.  
2) Siti Komariah, S.Ag.  
3) Edwin Hindra Gunawan,S.S.  
4) Tina Lasmini Nuraeni, S.H. 
5) Susanti, S.H. 
G. Teknik Analisis Data 
 Teknik Analisis Data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang 
dinyatakan oleh responden yang nyata, yang diteliti secara utuh dan mendalam. 
Kemudian , dilakukan analisis berdasarkan pada teori dan peraturan yang ada. 
Analisis dilakukan dari keseluruhan aspek untuk memahami makna antara satu 
aspek dengan yang lainnya sehingga dapat memberikan gambaran hasil secara 
utuh. 65 
          Data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan hasil studi 
pustaka dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Melalui 
metode tersebut kemudian diketahui bagaimana pelaksanaan dari Penilaian 
Kinerja Pada Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
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Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing 
Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat , apakah telah 
sesuai dengan yang ada di peraturan perundang-undangan, yang kemudian 
dapat di deskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek 
pelaksanaannya dan dapat menganalisis kendala apa saja yang muncul beserta 
upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat dalam 
mengatasi masalah tersebut. 
H. Definisi Operasional 
1. Pelaksanaan 
   Pelaksanaan disini merupakan pelaksanaan dari penilaian kinerja pada jabatan 
fungsional pembimbing kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformassi Birokrassi Nomor 22 tahun 
2016. 
2.   Penilaian Kinerja 
  Penilaian yang bertujuan mengukur dan menjamin objektivitas pembinaan 
Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan yang 
di dasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier dengan menggunakan 
angka kredit, yang dilakukan secara objektif, terukur,akuntabel, partisipatif, 
dan transparan. 
3.   Jabatan Fungsional 
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  Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 
4.   Pembimbing Kemasyarakatan 
  Pembimbing Kemasyarakatan di sini adalah pejabat fungsional penegak 
hukum yang diberikan tugas, tanggung jawab,dan wewenang untuk 
melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan dalam 
menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi penelitian kemasyarakatan, 
pendampingan pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat 
pemasyarakatan. 
 
 
 
 
 
 
 
